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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi

ini menggunakan

pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543

b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
. Ba‘ B -
(l Ta’ T -
l Sa S S (dengan titik di atas)
d Jim J -
z Ha“ H H (dengan titik di bawah)
é Kha Kh g
2 Dal D -
3 Zal 4 Z; (dengan titik di atas)
S Ra R L
B Zai /A -
B Sin S -
u."{: Syin Sy -
o Sad S S (dengan titik di bawah)
U Dad D D (dengan titik di bawah)
L Ta T T (dengan titik di bawah)
1 Za z Z (dengan titik di bawah)
t ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
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& Ghain G ]

s Fa F -

T Qaf Q -

a -

&l Kaf K

d Lam L -

e Mim M -

O Nun N -

9 Wau W -

- Ha H -
Apostrof  (tetapi  tidak

& Hamzah 4 dilambangkan apabila ter-
letak di awal kata)

S Ya' Y -

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang
transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

P

Fathah a A

S Kasrah 1 |
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- Dammah u U

Contoh:
<& _ kataba GhYy . yazhabu
Jiw - sw’ila 283 — zukira

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
e Fathah dan ya ai adani
S Fathah dan wawu au adanu
Contoh:

U,-.is - kaifa d&h - haula

c. Vokal Panjang (Maddah)
Maddah atau-wvokal panjang jyang lambangnya,berupa harakat dan huruf,

transliterasinya betupa huruf dan tanda:

Tanda" Nama Huruf Latin Nama
e | Fathah dan alif a a dengan garis di atas
Fathah dan ya a a dengan garis di atas
] Kasrah dan ya 1 1 dengan garis di atas
2
S Dammah dan wawu il u dengan garis di atas

Contoh:
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Jé . qala J8 - qila

(54 - rama Js — yaqulu

3. Ta’ Marbiitah

Transliterasi untuk ta’ marbttah ada dua:

a. Ta’ Marbutah hidup adalah “t”

b. Ta’ Marbiutah mati adalah “h”

c. jika Ta’ Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang ““al” serta

bacaannya terpisah, maka Ta’ Marbiitah itu ditransliterasikan dengan” h”

Contoh: 3\3;3\ ‘L‘JJ - Raudah al-Jannah
Al . Talhah

4. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

syaddahitu.

Contoh: CHJ — rabbana

é!‘j - nu’imma
5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu “J)”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
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kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti

oleh gamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun gamariyah
ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan al. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan

tanda sambung (-)

Contoh: A8} - al-qalamu Y _al-jalalu

axddl _ alni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti
ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan
huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

Jgms | 3»3&3 - wama Muhammadunilla-rtasul
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ABSTRAK

Dalam catatan sejarah politik di dunia Islam, peran perempuan sebagai tokoh
dan pelaku politik sangat tidak sebanding dengan laki-laki. Bahwa yang menduduki
posisi sultan, gubernur, panglima perang dan jabatan-jabatan publik lainnya banyak
dipegang oleh laki-laki.

Penyusun berasumsi bahwa ajaran Islam sebenarnya telah meletakkan prinsip-
prinsip dasar yang mampu mengangkat potensi perempuan di jabatan-jabatan publik.
Hanya saja, iklim sosial dan politik tidak selalu mendukung hal itu. Di dalam dunia
Islam sendiri banyak sekali pergeseran iklim kehidupan sosial politik.

Dalam sebagian besar tulisan sejarah Islam, politik sering dimaknai lebih
hanya pada konteks politik praktis, padahal sesungguhnya ia dapat dimaknai lebih
luas. Sejarah Islam memang sarat dengan cerita jatuh atau tumbangnya sebuah
kekuasaan, dari perang ke perang. Maka memang tidak mengherankan bahwa
munculnya tokoh dan pelaku politik perempuan di dalamnya meniscayakan bahwa
peran politik memang hanya sebatas itu.

Saat ini bangsa Indonesia membuat sebuah lompatan sejarah yang cukup maju
ke depan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30 persen keterwakilan
perempuan di parlemen melalui mekanisme affirmative action. Dimana setiap
pencalegan yang diajukan oleh partai politik harus menyertakan 30 persen kuota
keterwakilan perempuan. Hal itu juga diikuti oleh lembaga-lembaga politik lainnya
seperti keterwakilan perempuan yang harus memenuhi kuota 30 persen di pedirian
dan struktur kepengurusan partai politik. Sebagai suatu tindakan mukallaf, tentu hal
itu menuntut adanya penjelasan posisi hukumnya di hadapan syar'. Karena itulah,
persoala ini dipandang perlu untuk dibahas posisi hukumnya.

Dalam ushul fikih kita mengenal prinsip " al-ashlu al-ibahah wa al-hadzaru
muqgaddam". Prinsip dasar segala sesuatu adalah boleh, tetapi keharamannya
didahulukan. Artinya, menelusuri sisi-sisi yang dapat menjadikannya haram harus
dilakukan terlebih dahulu, setelah tidak ditemukan baru kita tetapkan kebolehannya.

Dalam menelusuri hal tersebut, prnyusun menggunakan metode deskriptif-
analitis. Pertama, metode deskriptif digunakan untuk menelusuri aktifitas dasar
politik. Apakah ditemukan aktifitas dasar politik yang dapat membuat haram
keterlibatan perempuan dalamdunia, politik berdasarkan fakta dan kondisi perempuan
di Indonesia. Kedua, metode analitis digunakan untuk menentukan posisi hokum 30
% keterwakilan perempuan di'parlemen. Pisau analisa yang digunakan adalah berupa
teori kaedah ushulfikih, ayat-ayat qur'an dan hadis:

Jika telah kita temukan bahwa prinsip dasarnya’adalah ""mubah", maka hadis
yang berbunyi " antum a'lamu bi amri dunyakum" juga dapat dijadikan acuan yang
selaras. Bahwa strategi pengaturan mekanisme politik antara laki-laki dan perempuan
adalah hal yang boleh dikreasikan berdasarkan kebutuhan tuntutan zaman. Ketika
kondisi sosial politik suatu bangsa mendesak akan adanya langkah-langkah yang
harus diambil terhadap ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, maka bisa
saja hukum mubah tersebut menjadi "dianjurkan".
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai insan politik, peran politik perempuan di Indonesia, juga di dunia
lainnya, masih sangat rendah. Yang dimaksud peran politik adalah keterlibatan
perempuan dalam proses-proses politik baik pada tingkat makro maupun mikro,
wacana maupun praksis, nasional maupun lokal. Misalnya, keterlibatan
perempuan dalam proses penyelenggaraan negara, pengambilan keputusan, politik
perwakilan, dan lain sebagainya. Indikatornya adalah minimnya jumlah
perempuan yang menjadi anggota DPR/MPR atau menjadi menteri kabinet. Pada
Pemilu 1992-1997, hanya 118 anggota yang berjenis perempuan dari total anggota
DPR/MPRI yang berjumlah sekitar 700-an orang. Sepanjang kabinet Suharto,
paling banyak perempuan hanya menduduki 2 pos kementerian. Itupun pada
kementrian yang biasanya memang disediakan sebagai hadiah untuk perempuan,
yakni kementerian sosial dan_ peranan wanita. _Ironisnya. dari 118 anggota
DPR/MPR RFyang berprofesi sebagai politisi-hanya 2 orang:-Sisanya adalah PNS
(Pegawai Negeri Sipil) yang berbanding lurus dengan profesi suami mereka. 26 %
di antara nya hanya menjadi ibu rumah tangga. Lebih menarik lagi, motivasi

mereka menjadi anggota DPR/MPR adalah untuk mencari pekerjaan sampingan.'

' Ani Seotjipto, Perempuan dan Politik di Indonesia, dalam Jurnal Pemikiran Islam
tentang Pemberdayaan Perempuan, Jakarta: PP. Fatayat NU dan Logos, t.th. hIm. 48. Dikutip dari
buku Profil dan Visi: Perempuan Anggota DPR RI 1992-1997.



Peran politik perempuan memang kecil porsinya dan tidak efektif karena
keterlibatan mereka dalam bidang ini bukan karena panggilan hati nurani, tapi
karena hal-hal sampingan seperti disebut di atas. Penelitian yang dilakukan Harian
Republika dan The Asia Foundation menunjukan, kehadiran perempuan di
parlemen lebih didasari oleh "charity" (sumbangan) bukan "political will."
Keberadaan mereka di parlemen juga terkait dengan kedudukan suami. Mereka
didorong sebuah keinginan untuk mendukung suami.”

Penyusun melihat, saat ini perkembangan zaman menunjukkan bahwa
perempuan Indonesia didorong oleh arus yang cukup kuat agar tampil di wilayah
politik. Langkah yang cukup revolusioner adalah undang—undang keterwakilan
30% perempuan di legislatif yang tertuang dalam undang—undang nomor 2 tahun
2003 pasal 65 ayat 1, diperkuat lagi dengan adanya undang—undang nomor 10
tahun 2008. Secara eksplisit terdapat dalam pasal 53 ayat 1.

"Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling

sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.’

Pada tahun_2008, dorongan perempuan agar tampil. di wilayah politik
melalui “undang—undang ‘semakin" kuat. 'Undang=Undang-Republik Indonesia
nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik bab II pasal 2 ayat 2 dan 5 menyatakan:

"Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan".
(ayat 2)*

> Ibid. Dikutip oleh Ani Soetjipto dari Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen Terhadap
Pemberdayaan Politik Perempuan kerjasama Republika dan The Asia Foundation.

*  www.Legalitas.Org, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu,
diakses tanggal 10 Juni 2008.


http://www.legalitas.org/

"Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh

perseratus) keterwakilan perempuan”. (ayat 5)’

Menurut Ester Pormes, perkembangan gerakan perempuan ini
dilatarbelakangi oleh gagasan masyarakat dunia akan pembangunan. Pertama,
pembangunan, pada awalnya dilakukan melalui program—program pembangunan
ekonomi. Program ini bertolak ukur pada Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB).
Bahwa, kekayaan sebuah negara diukur berdasarkan pendapatan domestik bruto.
Konsep ini akhirnya dianggap gagal. Fakta menunjukkan bahwa negara maju
semakin maju dan negara miskin semakin miskin.

Kedua, melihat kenyataan tersebut, maka digagaslah konsep pembangunan
manusia (human development). Bahwa kekayaan utama sebuah negara adalah
rakyatnya yang kreatif. Konsep ini bertujuan menempatkan rakyat sebagai sumber
daya yang berdaya sehingga terus meningatkan kehidupan sosial ekonominya.
Tolak ukurnya adalah pendapatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.’

Ketiga, sebagai~ bagian, ,dari— pembangunan . manusia, pemberdayaan
perempuan = adalah, sebuah “keharusan.  Fakta di /masyarakat. menunjukkan
perempuan terpinggirkan dari’ priotitas’ pendidikan, kesehatan, dan pendapatan

ekonomi. Hal ini menyebabkan perempuan menjadi beban bagi pembangunan

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (BP.
Restindo Mediatama, 2008), cet. 1, him. 5

5 Ibid., hlm. 6.

® Ester Pormes, "Perempuan dan Partai Politik yang Responsif Gender", Makalah seminar
perempuan dan gerakan politik, (Jakarta, 12 Mei 2007).

7 Ibid.



manusia. Beban ini jelas akan terjadi karena beberapa sebab. 1) Perempuan adalah
pabrik generasi mendatang. Perempuan yang sehat jasmani akan mampu
melahirkan keturunan yang berkualitas. 2) Perempuan yang berpendidikan akan
mampu mengarahkan anaknya secara baik. 3) Perempuan yang kurang memiliki
akses kesetaraan sosial ekonomi dapat menjadi titik kemiskinan masyarakat.®

Dengan demikian, maka menjadi kuatlah dorongan gerakan kesetaraan
gender sebagai bagian integral bagi pembangunan manusia. Bahwa kesetaraan
gender adalah penting bagi pencapaian kesejahteraan manusia. Dengan kesetaraan
gender, potensi perempuan akan berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan
bersama. Meskipun perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling
berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya hal itu merugikan
semua pihak

Menurut Wirutomo, kesetaraan gender bukan pekerjaan teknokratis, tetapi
suatu proses politik dan budaya. Karena itu, dirasa perlu mendorong perempuan
sebagai sebuah gerakan politik perempuan. PBB (UNDP) pun telah menfasilitasi
ini dengan Gender —Related Development Index (GDI) lalu meranking 130 negara
dan menempatkan Swedia, Finlandia, "Norwegia, dan Denmark sebagai negara
yang memilki partisipasi politik tertinggi. Partisipasi politik tertinggi (ikut pemilu)
ada di negara —negara Nordic dan yang terendah ada di negara —negara Arab.’

Berikut adalah gambaran tentang representasi perempuan di Indonesia dalam

sejarahnya di lembaga legislatif sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

* Ibid.

’  Wirutomo, "Peran Perempuan Dalam Pembangunan", makalah disampaikan dalam

RAKER BALITBANG PDP, 13 Desember 2007.



Tabel 1
Jumlah Perempuan di DPR RI (1950-2004)
Periode DPR Jumlah Jumlah Persentase
Perempuan Total
Anggota
DPR

1950-1955 (DPRS — Dewan Perwakilan 9 236 3.8
Rakyat Sementara)
1955-1960 17 272 6.3
1956 — 1959 (Konstituante) 25 488 5.1
1971 — 1977 36 460 7.8
1977 — 1982 29 460 6.3
1982 — 1987 39 460 8.5
1987 — 1992 65 500 13
1992 — 1997 62 500 12.5
1997 — 1999 54 500 10.8
1999 — 2004 45 500 9

Padahal seperti diketahui jumlah perempuan di Indonesia melebihi separuh
dari jumlah seluruh penduduk. Dengan jumlah perempuan yang sangat minim di
DPR maka aspirasi dan masalah-masalah yang berkenaan dengan perempuan
tidak dapat tersalurkan dengan baik. Dan kuota merupakan salah satu cara yang
dapat dipakai untuk dapat dengan cepat menambah jumlah perempuan DPR.
Seperti para aktifis mengatakan] start antara petempuan dan laki-laki memasuki
dunia politik tidak sama, maka harus ada cara untuk memotong waktu untuk
mengejar ketertinggalan perempuan. Dan salah satunya adalah kuota.

Wirutomo melanjutkan, di Indonesia, keseimbangan partisipasi perempuan
dalam pendidikan dengan laki —laki ternyata tidak sebanding dengan peran
mereka dalam politik. 1) pendidikan tingkat SD, laki —laki 96,6% dan perempuan
96,9%. 2) Tingkat SMP, laki —laki 83% dan perempuan 83,9%. 3) Tingkat SMU,

laki —laki 53,9% dan perempuan 52,9%. Sementara itu, angka perempuan di




parlemen tahun 1990: 12,4%; tahun 1997: 12,6%; tahun 2004: 8%.'® Melihat
kenyataan ini, kehadiran undang —undang kuota keterwakilan 30% perempuan
adalah sebuah langkah strategis yang dapat mendorong perempuan untuk masuk
ke arena politik dengan leluasa.

Dalam catatan sejarah, Islam adalah pelopor utama yang menempatkan
wanita pada posisinya yang layak dan terhormat. Kedudukan perempuan sederajat
dengan kedudukan laki—laki. Keduanya, memiliki nilai kemanusiaan yang sama.

Agama Yahudi kuno mengatakan penyebab semua dosa adalah wanita sebab
wanita yang mengeluarkan manusia dari surga. Bahkan, doktrin Kristen di abad
pertengahan, dalam satu konsili di Roma, mempermasalahkan apakah wanita itu
manusia atau bukan. Sementara itu konsili lain mengatakan bahwa wanita adalah
manusia tetapi tidak berhak untuk masuk surga.'"

Masyarakat Arab sendiri sebelum kedatangan Islam juga tidak kurang
pandangan negatifnya terhadap wanita. Bahkan yang paling ekstrim adalah saat
istri mereka mendekati saat —saat bersalin mereka menyediakan lubang kubur.
Begitu anaknya lahir perempuan, langsung ia dikubur hidup.—hidup. Inilah yang

disinggung oleh Al-qur’an:
Pl a0 13 gae dga s U VG aaaal i 13)

Gerakan yang dilakukan Islam ini tampak jauh lebih awal dari catatan

gerakan feminisme yang ada di Inggris pada abad ke -17. Pada abad tersebut,

"% Ibid.

" Ali Yafi, Wanita dalam Pandangan Islam: Tuntunan Islam Tentang Kemitra sejahteraan
Pria dan Wanita, cet. 2, (Jakarta: Majlis Ulama Indonesia Press, 1999), him. 32

12 Al-Nahl (16): 58.



tercatat muncul gerakan protes yang dilancarkan oleh kaum feminis. Di antara
jenis gerakan tersebut ada yang melalui media buku anonim (tanpa pengarang).
Akan tetapi, pada saat itu sudah dikenal nama —nama seperti Aphra Benn (1640—
1749 ) dan Mary Astel yang oleh generasi berikutnya dilukiskan sebagai feminis
Inggris pertama. '

Hanya saja, memang dalam catatan sejarah politik di dunia Islam, peran
perempuan sebagai tokoh politik sangat tidak sebanding dengan pria. Bahwa yang
menduduki posisi-posisi utama, seperti sultan, gubernur, panglima perang, qadhi
dan jabatan-jabatan publik lainnya banyak dipegang oleh kaum laki-laki.

Penyusun berasumsi bahwa ajaran Islam sebenarnya telah meletakkan
prinsip-prinsip dasar yang mampu mengangkat martabat kaum perempuan. Hanya
saja, barangkali iklim sosial politik tidak selalu demikian. Di dunia Islam sendiri
terjadi banyak sekali pergeseran kehidupan sosial politik. Atau mungkin perlu
waktu lebih lama untuk melakukan kristalisasi kesadaran politik perempuan dari
keterpurukan sebelumnya.

Meskipun, demikian, ada sejumlah orang yang berpandangan bahwa Islam
membatasi peran politik perempuan. *Dalam® perdebatan “publik sering sekali
mengemuka dua dalil dari Alquran dan hadis, yaitu:

14 s e pinny A1) JCsh Ley Ll e o pal' Jla

Juga sabda Rasulullah saw. tentang kaum yang tidak akan pernah jaya
selama memberikan wewenang kekuasaan dan urusan kepada perempuan. Hadis

ini cukup populer mengemuka dalam perdebatan publik di Indonesia. Khususnya,

1 Tta F. Nadia, "Hari Perempuan Internasional", Kompas Rabu, 6 Maret 2002, hlm. 27.

4" Al-Nisa’ (4): 34.



terkait dengan boleh dan tidaknya perempuan menjadi presiden. Dalam redaksi
Imam Bukhori disebutkan sebagai berikut:
P31 el at el 1 5l5 58 elis )

Perdebatan tersebut pada akhirnya menjadi perdebatan antar dalil yang tidak
menemukan kesepakatan. Padahal jika kita melihat latarbelakang kesadaran
gender sebagai bagian pembangunan manusia (human development) adalah suatu
gagasan yang terlihat baik.

Ketidaksinkronan ini menjadi suatu hal yang menarik bagi penyusun.
Pertama, jika kesadaran gender sebagai bagian dari human development adalah
suatu yang baik tentu agama pun sebenarnya menganjurkannya. Kedua, adanya
larangan agama yang menunjukkan seolah—olah politik tidak tepat buat
perempuan. Ketiga, bagaimanapun juga setiap tindakan mukallaf di hadapan
syara' memiliki implikasi hukum termasuk partisipasi politik kaum perempuan.
Karena itulah perlu adanya pengembangan asumsi seluas —luasnya terhadap peran
politik perempuan untuk melihat manfaat dan madharat-nya. Asumsi yang
dikembangkan | ini  kemudian & akan digunakan dalam.._membaca realitas
perundangan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

Terkait dengan perempuan dan politik untuk konteks Indonesia, ada
beberapa hipotesa yang ingin penulis kemukakan. Pertama, penulis melihat
sebuah realitas bahwa hari antara pemegang kekuasaan dan jabatan publik

tidaklah mutlak bertumpu pada satu orang.

'S Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, al-Jami al-Sahth, vol. 4 (Beirut: Dar
Ibn Katsir, t.th.), hlm. 1610.



Pada masa orde baru, bandul kekuasaan berada di tangan Suharto yang
sekaligus pemegang jabatan presiden RI. Pada masa reformasi, bandul kekuasaan
tersebut berpindah di tangan partai politik. Seorang presiden menjalankan
pemerintahan berdasarkan undang—undang dan anggaran yang ditentukan oleh
DPR. Sementara itu, pemegang kendali atas anggota DPR adalah partai politik
yang memiliki hak untuk me-recall anggota dewan. Meskipun, ketua partai tidak
duduk di jabatan publik, ternyata dia—lah yang berkuasa. Karena itulah, dalam
konteks Indonesia, membicarakan pemegang kekuasaan dan jabatan publik adalah
sesuatu yang terpisah. Karena itu, jika perempuan itu dilarang dengan alasan tidak
boleh menyerahkan urusan pada perempuan, maka baik yang laki —laki ataupun
perempuan yang duduk di parlemen berada dalam kordinasi dan instruksi ketua
partai politik.

Kedua, kalau pun benar hukum Islam membatasi peran perempuan tersebut,
barangkali dapat dilihat sebagai upaya perlindungan sebab sejarah kekuasaan
politik penuh dengan peperangan dan pertumpahan darah. Tak kurang sejarah
mencatat, Sonia Gandi, putri Jawaharlal Nehru dari India dan _Benazir Butho dari
Pakistan-terbunuh sebagat korban politik. Keduanya pernah ‘menjabat sebagai
perdana menteri di kedua negara tersebut.

Meskipun konsep negara hukum menyatakan hukum lah yang berkuasa,
faktanya menunjukkan hukum dilindungi oleh kekuasaan dan dijalankan oleh
penguasa. Mungkin, inilah pilihan hukum Islam untuk melindungi kaum

perempuan.
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Kekuasaan tidak selalu berjalan normal, catatan sejarah bangsa Indonesia
menunjukkan banyak sekali perempuan anggota GERWANI (sayap perempuan
PKI) yang disembelih berhari-hari lamanya di pinggiran sungai Brantas Jawa
Timur dalam kasus 65.

Mungkin hal itu adalah bagian konsekuensi terpahit. Di mana perempuan
mengambil ranah kekuasaan, di saat itu pula ia mengambil resikonya.
Sebagaimana resiko tersebut juga ditanggung kaum laki-laki yang ikut serta ambil
bagian dalam dunia politik. Pada posisi instabilitas politik seperti itu misalnya,
apakah Islam akan membiarkan perempuan masuk rimba perebutan kekuasaan?

Hari ini, undang—undang kita mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan
di legislatif. Partai politik sebagai pemegang bandul kekuasaan diharuskan
memenuhi kuota tersebut dalam setiap pencalonan legislatif.

Kekuasaan politik tidak selalu stabil dan tidak ada yang bisa menjamin
stabilitas politik. Namun demikian, kekuasaan juga dapat menjanjikan perbaikan
bagi kaum perempuan. Sebagai bagian dari tindakan mukallaf, politik perempuan
tetap lah.harus dipandang dari sisi_perspektif hukum Islam. Jika tinjauan hukum
Islam mendukung kuota 30%, seperti ‘apakah’ kuota tersebut diposisikan? Atau
pun jika ditolak, seperti apakah sisi yang ditolak tersebut. Karena itulah penulis
tertarik untuk mengkaji persoalan perempuan dan kekuasaan politik di Indonesia

kaitannya terhadap hukum Islam.

B. Pokok Masalah
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Bertitik tolak pada latar belakang di atas yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini adalah :
1.  Bagaimana pengaturan kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga
legislatif.
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap kuota 30%

keterwakilan perempuan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan maksud ingin mengetahui :

1. Pengaturan kuota 30% keterwakilan perempuan terhadap partisipasi
politik perempuan di Indonesia.

2. Pandangan hukum Islam terhadap keterlibatan aktif perempuan
merebutkan kekuasan dan jabatan politik. Penelitian literary ini pun
memiliki kegunaan atau manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dan teori, yakni :

1. Secara teoritis
Hasil* penelitian™ ini ~diharapkan “ mampu = memberikan ‘sumbangan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial dan politik dalam
kerangka figh siyasah.
2. Secara praktis
a) Hasil penelitian ini dapat menambah bahan berpikir bagi perempuan,
pelaku politik, dan juga akademisi dalam menyikapi kuota 30%

keterwakilan perempuan.
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b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat
umum tentang pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang terlibat

dalam perebutan kekuasaan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang dunia politik banyak ditemukan pada
saat ini, terutama peran perempuan di dunia perpolitikan. Penelitian yang pernah
dilakukan lebih tertuju pada tinjauan dan sudut pandang feminisme dan gender
yang melihat fokus pada kemampuan muslimah sebagai pelaku politik. Misalnya
Tesis: Yulia Isti’anah, yang berjudul: “Komitmen Organisasi Politik pada
Partisipasi Perempuan di Tingkat Jawa Timur”. Dalam pembahasannya
menganalisa sejauh mana perempuan mempunyai komitmen pada partai politik.
Penelitiannya menghasilkan bahwa perempuan ternyata memiliki komitmen pada
partai politik.'°

Buku yang berjudul Politik Dan Perempuan karya Siti Musdah Mulia dan
Anik Farida, yang mengungkapkan; dunia politik_sesungguhnya identik dengan
kepemimpinan. Namun saat berada dalam posisi sebagai pemimpin perempuan,
akan mengalami lebih banyak hambatan dari pada laki-laki. Di sebabkan

perempuan harus selalu membuktikan bahwa dirinya memang pantas dan bisa

diandalkan.'”

' Yulia Isti’anah, ”Komitmen Organisasi Politik pada Partisipasi Perempuan di Tingkat
Jawa Timur,” Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2004. Tidak
diterbitkan.

"7 Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, Politik dan Perempuan, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2005), him. 3.
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Berbeda dengan Shvedova yang mencoba melihat kendala-kendala
perempuan dalam partisipasinya di dunia kepemimpinan dan politik. Hasil
penelitiannya memperlihatkan salah satu kendalanya adalah masalah ideologi dan
psikologis, yakni ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial
yang ditetapkan sebelumnya atas perempuan dan laki-laki. Selain itu kurang
percaya diri perempuan untuk menjadi pemimpin juga merupakan suatu kendala
yang menjadikan perempuan enggan menjadi seorang pemimpin. '®

Dalam pandangan penyusun, karya ilmiah yang khusus membahas “Peran
Politik Perempuan di Indonesia Perspektif Hukum Islam, studi tentang undang-
undang kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif” belum ada

sehingga penyusun merasa yakin bahwa skripsi yang akan diangkat ini belum ada

duplikatnya baik dalam bentuk buku maupun karya ilmiah lainnya.

E. Kerangka Teoritik

Sebelum membicarakan tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran
politik perempuan, maka terlebih dahulu penyamaan persepsi untuk menghindari
kesalahpahaman dan"memudahkan penelitian-tentang judul~yang dikemukakan,
maka penulis mencoba untuk membatasi istilah topik penelitian tersebut sebagai

berikut :

1. Kajian peran politik perempuan Indonesia didasarkan pada sejarah dan

kondisi sosial masyarakat Indonesia.

'"® Nadezda Shvedova. Kendala Terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen.
Indonesian Version 2002. Women in Parliament Research: Beyond Numbers.



14

2. Kajian kuota 30% keterwakilan perempuan difokuskan pada perspektif

hukum Islam.

Ayat—ayat Alquran menekankan bahwa perempuan dan laki —laki memiliki
kedudukan yang sama di hadapan Allah ta'ala. Mereka sama —sama dihitung amal
perbuatannya serta mendapatkan balasan baik dan buruk sesuai dengan yang
dilakukan masing —masing. Di antara ayat —ayat tersebut adalah beberapa firman

Allah swt. Sebagai berikut:

o0 aSaany Sl gl JS3 e oS dale e gl Y S agd ) agd laiuls
19 .

e
e yails dpda Bls 4iuaill (e g5 () 5l SY (e e Jae (e
20 . . . { i
Ostazy | 58S L Gl a8 gl
Dalam Islam perempuan juga mempunyai hak politik. Ada beberapa dalil
keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan

dalam bidang politik. Salah satu ayat yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini
adalah :
Seedl 8 ety L9l UV g - Ut WSl craal e 5dly 0 e selly

Ol bl e Shalsl gy bl - smdany 35501 5959 B5kall s sentng

21)&}»‘}9 4\).!‘

" Ali Imran (3): 195.

2 Al-Nahl (16): 97.
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Pengertian kata auliyaa di sini, mencakup kerja sama, bantuan, dan
penguasaan, sedangkan menyuruh yang ma’ruf mencakup segala segi kebaikan
dan perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat dan kritik kepada penguasa.
Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti
perkembangan masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan memberi
saran, nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan
politik.

Al-qur’an menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi
Muhammad saw.untuk melakukan baiat (janji setia kepada Nabi dan ajaran
Islam).”” Diterimanya baiat para perempuan dapat menjadi bukti tentang hak
mereka untuk menentukan pilihan dan pendangannya yang berkaitan dengan
kehidupan serta kebebasan mercka untuk berbeda dengan kelompok lain dalam
masyarakat, bahkan berbeda dengan pandangan suami atau ayah mereka sendiri.

Kenyataan ‘sejarah juga menunjukkan sekian banyak perempuan yang
terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani’ ra., misalnya, dibenarkan
sikapnya.oleh Nabi ketika memberi jaminan keamanan kepada dua orang musyrik
(jaminan-keamanan merupakan salah satu aspek bidang potlitik). Bahkan Aisyah
ra, istri Nabi, meninggalkan rumah beliau 'di Madinah menuju Basrah di Irak
untuk memimpin pasukan melawan Ali Ibnu Abi Thalib. Isu terbesar dalam
peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga,

Utsman ra.

2l At-Taubah (9): 71

22 3]-Mumtahanah (60): 12.
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Hal ini merupakan keterlibatan langsung dalam politik praktis. Memang
Aisyah pada akhirnya menyesal, bukan karena keterlibatan nya dalam politik,
melainkan karena kesadaran beliau akan kekeliruan pandangan politiknya.

Terhadap kuota 30 persen keterwakilan perempuan tersebut setidak-
tidaknya ada sebuah pijakan yang menurut penyusun cukup releven untuk
digunakan yaitu sebuah konsep usul figh yang dirumuskan oleh Ibnu Abdul Hadi

(909 H) sebagai berikut:
Batia jlaall saaly) JaYl

Kaedah usul figh ini memberikan cara pandang kepada kita bahwa pada
prinsip dasarnya segala sesuatu diperbolehkan kecuali adanya dalil yang
menunjukkan keharamannya.

Kaedah ini menurut penyusun sangat relevan guna menelusuri ketentuan
hukum atas keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Juga tentang kuota 30
persen keterwakilan perempuan nantinya.

Penyusun_juga melihat bahwa kaedah di atas dapat diselaraskan dengan
hadis yang diriwayatkan oleh lmam Muslim. Bahwasanya,dalam/beberapa urusan
duniawi manusia diberi kewenangan untuk, mengembangkan langkah-langkah
yang dinilainya baik buat diri mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah

SAW sebagai berikut:

2 ia il le

» Ahmad Sudirman Abbas, Sejarah Qawaid Fighiyah, cet. 1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,
2004), hlm. 219.

 Muslim Ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, vol. 4 (Beirut:
Dar al-lhya’ al-Turats al-‘Arabi), hlm. 1836.
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Dalil —dalil ini secara jelas menjadi pembeda dengan masa sebelum
kedatangan Islam. Sebelum abad ke-7, kedudukan perempuan dalam pandangan
masyarakat sangat rendah. Wanita dianggap seperti benda yang dapat diperjual
belikan dan hanya dijadikan alat untuk memuaskan nafsu laki—laki. Mereka
diperlakukan setengah manusia, dan bahkan diwariskan.

Sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat
jika seorang wanita mencoba aktif dan berperan serta di kancah publik. Mulai dari
masalah pendidikan, kesehatan dan reproduksi, kesempatan kerja, sampai di dunia
perpolitikan. Ternyata benang merah dari bahasan tersebut adalah masih adanya
persepsi masyarakat tentang dikotomi jender, yakni pembedaan ruang dan peran

antara laki-laki dan perempuan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan keterlibatan perempuan di dunia
politik formal masih sangat rendah®. Selain itu Seda juga menambahkan
dikotomi wilayah publik dan wilayah domestik adalah salah satu akar masalah
dari isuyang dipetjuangkan oleh kaum feminisme. Pembagian-kerja berbasis jenis
kelamain tersebut yang melandasi terjadinya stratifikasi jender dimana perempuan
hanya bekerja di wilayah domestik, sementara wilayah publik adalah tempatnya

laki-laki®.

* http://www.bps.go.id. Diakses tanggal 09 Juni 2008.

% Eri  Seda, Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia Ke-3.
http://id.shvoong.com/social-sciences/1691974-perempuan-indonesia-masih-minoritas-dalam/.
Diakses tanggal 09 Juni 2008


http://www.bps.go.id/
http://id.shvoong.com/social-sciences/1691974-perempuan-indonesia-masih-minoritas-dalam/
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Namun saat ini perempuan mulai berhadapan dengan realitas pemasangan
30 persen kuota kedudukan untuk jabatan publik. Pemberian ruang untuk
perempuan inipun berupaya secara umum agar aspirasi wanita lebih di dengar dan
perempuan memiliki ide-ide penyegaran untuk pembangunan. Perjuangan kaum
prodemokrasi serta aktivis perempuan sebagai manifestasi kaum intelektual pasca
Kartini inilah yang menghasilkan kuota tersebut dan setidaknya telah
menampakkan hasil meskipun jumlah calon legislatif perempuan yang lolos maju

ke kursi dewan tidak lebih dari delapan persen.

Masyarakat kebanyakan menilai bahwa para politisi perempuan ini
merupakan kaum intelektual organik yang harus turut merasakan apa yang
dirasakan kaumnya. Mereka juga terdorong oleh semangat dan emosi sama seperti
kaumnya. Untuk itulah mereka harus mampu mengungkpakan secara meyakinkan

apa yang dialami oleh kaumnya dengan bahasa apapun termasuk bahasa politik.

Dengan pemenuhan kuota inilah dunia perpolitikan kita mulai menggeliat
dengan maraknya partai-pactai politik. yang menjaring, calon anggota legislatif
perempuan. Seringkali ini menjadi tanda tanya besar bagi kalangan pemerhati
politik. Mampukah perempuan berunjuk gigi isebagai wakil rakyat bahkan
pemimpin sementara pendikotomian laki-laki dan perempuan masih besar di
masyarakat. Nurland,”” Kepala Pusat Penelitian Jender dari Universitas
Hasanuddin Makassar telah mengidentifikasikan berbagai masalah dan kendala

perempuan menjadi pemimpin adalah :

2" Nurland, F., Strategies for Improving Women’s Participation in Politics and Social Life,
Laporan Hasil Konferensi Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, 2002.
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1. Budaya Indonesia bersifat feodalistik dan patriarkal

2. Masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan penafsiran yang

konservatif tentang ajaran-ajaran agama.

3. Hegemoni negara masih sangat dominan, hal ini tercermin pada
lembaga-lembaga negara yang melestarikan budaya patriarkis di segala

tingkatan.

Sehingga jelas sekali terlihat kultur patriarki dan sistem politik yang ada
berdampak sangat negatif terhadap kaum perempuan yang berusaha melaksanakan
hak mereka untuk berpartisipasi secara politisi. Dalam masyarakat tradisional
Indonesia, perempuan tidak didorong untuk berperan aktif dalam kehidupan
publik. Keterampilan dan bakat mereka lebih diakui di dalam lingkungan rumah
tangga yang sangat pribadi sifatnya. Dikotomi ini masth ada bahkan sampai era
reformasi saat ini. Oleh sebab itu perempuan Indonesia menghadapi dua kendala
besar yakni melawan kultur patriarki dan mengatasi aneka praktik yang bersifat

diskriminatif yang “buta” jender dalam sebuah pemilihan pemimpin publik.

Terlebih lagi'dengan penafsiran dan pemahaman agama pada pemimpin
perempuan yang menimbulkan pro* dan kontra” Bagi faham yang cenderung
menginginkan dan menggunakan adanya tafsir tunggal hukum Islam memandang
bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk menjadi pemimpin karena merujuk
perkataan Rasul yang mengatakan bahwa tidaklah jaya suatu negara jika dipimpin

wanita.

Namun, jargon yang mencuat kuat saat ini adalah manakala produk
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pemikiran muslim dan bidang hukum khususnya haruslah menjawab tantangan
modernitas. Pada abad ke-20 mulailah bermunculan pembaharuan pemikiran
hukum Islam baik yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim maupun oleh

sarjana-sarjana orientalis.*®

Hasan juga berpendapat bahwa agama tidaklah turun di ruang hampa tanpa
makna, namun turun di ruang yang selalu berdialog dengan realitas sebagai
konsekuensi agama adalah untuk manusia yan memiliki akal. Sehingga apa yang
ditafsir akan sesuai dengan keinginan yang hendak disampaikan Tuhan untuk

kemaslahatan umat.”’

Di sisi lain, menurut al-Qur’an, musyawarah hendaknya merupakan salah
satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan
politik, dalam arti setiap warga negara/masyarakat dalam kehidupan bersamanya
dituntuk untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Karena itu, al-Qur’an
memerintahkan Nabi saw.bermusyawarah®, di samping memuji kaum muslimin
dengan firman-Nya’'. Ayat-ayat,yang tersebut di atas tidak membatasi kegiatan
musyawarah hanyaipada kaum laki-laki. Karena itu, ia'dapat menjadi dasar untuk

membuktikan adanyahakpolitik bagi siapa pun-lelaki dan perempuan.

¥ Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer, (Yogyakarta: Ar-Ruzz,
2002), hlm. 149.

¥ Tolhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial Budaya, (Jakarta: Galasa Nusantara), him.
25.

3% Ali “Imran (3): 159.

3! Asy-Syura (42): 38.
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F. Metode Penelitian
Sebelum menyebutkan metode yang akan digunakan penyusun akan
terlebih dahulu menerangkan jenis dan sifat penelitian skripsi ini.
1. jenis penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach)
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah sumber-
sumber kepustakaan khususnya mengenai peran politik perempuan dalam
perspektif hukum Islam dalam konteks ke Indonesiaan. Pengertian lain dari
penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai
sumber datanya.*” Pengakajiannya menggunakan bahan pustaka sebagai sumber
data utamanya.
2. Sifat Penelitian
Penelitian 1ni bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan
melakukan analisis kritis dan memberikan pemaparan secara detail mengenai
kuota keterwakilan perempuan dalam berpolitik dan sejauh mana peran politik
perempuan _yang kemudian itu _akan_-dianalisa. Dalam._hal ini penyusun
menggunakan-metode sebagai berikut:
1) Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data di lakukan dengan cara literer, yaitu dengan cara
menelaah dan meneliti buku-buku yang memuat pemikiran-pemikiran
tentang peran politik perempuan dalam konteks ke Indonesiaan. Namun

begitu, penelitian ini juga sangat terbuka untuk mengkaji karya-karya tokoh

32 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.
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lain, yang juga membahas persoalan perempuan kaitannya dengan hak-hak
politik perempuan.
2) Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif, karena data-data yang digunakan terdiri atas data
kualitatif sehingga penjelasannya diungkapkan dalam bentuk ungkapan-
ungkapan maupun kalimat-kalimat. Data yang terkumpul tentang
permasalahan yang berkaitan dengan kuota selanjutnya akan dianalisa.
Dalam menganalisi penelitian ini, penyusun menggunakan sebuah metode
deduktif. Metode deduktif yaitu metode dimana suatu pola yang didasarkan
pada realita yang bersifat umum kemudian diformulasikan dalam suatu
kesimpulan yang bersifat khusus.
3) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif-yuridis yang memaparkan relevansi kuota sebagai
sebuah jaminan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dengan
hukum“Islam dan hukum ‘positif.” Di samping ‘itu, penelitian ini juga akan
menggunakan metode pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan
untuk mengetahui latar belakang dan sosio-politik perempuan dalam konteks
ke Indonesia an.
4) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari sumber-sumber

yang terdiri atas tiga aspek.



23

1) Bahan data primer, yaitu bahan hukum utama yang berkaitan dengan
penelitian yang penulis angkat, yaitu :
a) Alqur’an
b) Kitab-kitab hadist
c) Kitab-kitab figh,
d) Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.
d) Buku-buku terkait tentang perempuan dan politik di Indonesia

2) Bahan data sekunder, yaitu bahan pendukung yang berkaitan dengan
bahan hukum primer, dalam hal ini dari referensi buku-buku, media
massa, artikel dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus
hukum, ensiklopedi, dan bahan lain yang relevan dengan penelitian

yang penulis angkat.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberi gambaran dan kejelasan mengenaiurutan secara umum
kerangka penulisan karya" skripsi ‘ini, ‘penulis membagi dalam bab-bab seperti
berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari: Latar Belakang, Pokok
Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik,
Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II mengkaji definisi politik dan kekuasaan dari sisi fungsinya. Bab ini

terdiri dari: Politik sebagai media partisipasi publik dan aktualisasi gagasan,
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Politik sebagi media untuk amar makruf nahi munkar, Legitimasi kekuasaan
sebagai sesuatu yang diperebutkan, dan Perbedaan antara pemegang kekuasaan
dan jabatan publik

Bab III mengkaji Perempuan dan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan.
Bab ini terdiri dari; Sejarah gerakan dan partisipasi perempuan di Indonesia, Latar
belakang sejarah lahirnya kuota keterwakilan perempuan di parlemen, Landasan
hukum kuota keterwakilan perempuan dalam hukum positif.

Bab IV mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap peran politik perempuan.
Bab ini terdiri dari: Hak —hak politik perempuan dalam Islam, Instabilitas politik
dan prioritas melindungi perempuan, serta Kuota 30% keterwakilan perempuan
dalam kajian hukum Islam.

Bab V adalah bagian penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.
Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran

serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah penulis paparkan di muka, penulis menarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, Kouta 30% keterwakilan perempuan seperti diatur dalam Pasal 53
UU No0.10/2008, adalah pengaturan tentang penempatan perempuan di DPR: Setiap
Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setigp Daerah Pemilihan dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dari pengaturan di atas, terlihat
bahwa yang hendak dicapai adalah bagaimana memberdayakan partai politik agar
mau mencalonkan anggota perempuan dari partainya. Dengan kata lain, tujuan dari
pasa ini adalah: perubahan sosia (socia engginering) agar partai mau
mencantumkan anggota perempuannya. Sebagaimana seleks terhadap bakal calon
anggota legidatif ditakukan oleh:masing-masing partar.politik peserta pemilu secara
demokratis dan . terbuka sesua dengan mekanisme internal partai politik. Dengan
dicantumkannya anggota "perempuan dari.suatu partai, '\mau.tidak mau partai itu
sebelumnya harus memberdayakan dan meningkatkan kualitas anggota
perempuannya. Hal itu juga akan membuktikan bahwa bangsa indonesia secara
normatif-yuridis adalah sebuah bangsa yang demokratis dan anti terhadap segala
macam bentuk diskriminasi, tidak terkecuali diskriminasi terhadap peran politik

perempuan selamaini yang cenderung dipandang sebelah mata dan termarginalkan.
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Bahwa pengaturan penempatan perempuan di parlemen diawali pada masa
reformasi dengan lahirnya Undang-undang No 12 pasal 65 ayat (1) tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPRD,dan DPD yang berupa pengaturan bagi partai politik
pada pemilu 2004 lalu untuk dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD proving,
dan DPRD Kabupaten/kota, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar
30%. Namun pengaturan yang disinggung oleh UU tersebut masih bersifat anjuran
dan tidak adanya sanksi kuat dan mengikat secara hukum ketika hal itu tidak
direalisasikan. Saat ini telah lahir UU Pemilu terbaru, yaitu UU No 10 Tahun 2008,
yang didalam nya mengatur juga mengenai pengaturan penempatan perempuan di
lembaga legidatif dengan memperhatikan kuota 30 persen keterwakilan perempuan.
Hal itu bisa diindikaskan dengan adanya persayaratan mengenai kuota 30 persen
keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Komisi
Pemilihan Umum ( KPU) akan menggugurkan partai politik yang tidak memenuhi
persyaratan mengenai kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan
partal di tingkat®pusat. Dengan begitu bisa menjadikan titik terang dan pencerahan
bagi perempuan untuk nantinya bisa.memaksimalkan peran polittk mereka demi
tercapainya angka 30 persen ketewakilan perempuan di parlemen.

Kedua, Hukum kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebab tidak adanya
nash yang menyatakan keharamannnya maka berdasarkan “al-ashlu al-ibahah wa al-
hadharu muqaddam”, maka hukum dasarnya adalah “mubah”. Prinsip ini juga selaras
dengan hadis “antum a’lamu bi amri dunydkum”. Artinya, bahwa untuk urusan

duniawi manusia dapat mengkreasi sesuai tuntutan kondisi dan keadaan. Bahwa
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dalam fikih, semua tindakan mukallaf memiliki implikas hukum. Ketika kondisi
sosial mendesak akan adanya langkah-langkah yang harus diambil terhadap ketentuan
kuota 30 persen keterwakilan perempuan, maka bisa sgja hukum mubah tersebut
menjadi “dianjurkan”.

dalam memberikan ketetapan hukum perempuan beraktivitas politik, penyusun
melihat politik dalam empat sudut pandang, yaitu: a) Sebagai media aspirasi politik
dan gagasan; b) Sebagai media amar makruf dan nahi munkar; c) sebagai kekuasan
yang diperebutkan; d) sebagai sekedar jabatan publik bukan jabatan kekuasaan yang
sesungguhnya.

sebagai media aspirasi politik dan gagasan dan media amar makruf nahi
munkar tidak ada nash yang melarang perempuan melaksanakan peran politiknya.
Karena itulah konsep usul fikih “al-ashlu al-ibahah wa al-hadharu muqaddam”
menjdi landasan hukum “mubah” perempuan di dunia politik. Sebagai kekuasan yang
diperebutkan, peran perempuan harus memprioritaskan asas keselamatan. Jika situasi
tidak mendukung' keselamatan, perempuan  sebab peran ‘politik yang diambilnya,
penulis berpendapat perempuan harus diprioritaskan™ keselamatannya. Sebagai
sekedar jabatan publik, dalam Kasus posisi anggota .dewan /di. hadapan partai yang
sangat berkuasa, posisi anggota dewan layaknya pekerja. Sebab itu, untuk posisi
legidatif bagi perempuan sangatlah memungkinkan. Karena ia bukan posis
kekuasaan yang masih dipertentangkan dengan hadis “la yuflihu qaumun wallau

amrahum imraatan”.
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B. Saran

Skripsi ini  hanya memaparkan bagaimana urgensi keterlibatan politik
perempuan dengan 30 persen kuota keterwakilan perempuan dan hukum Islam
memandangnya. Studi ini, jika memang ada yang berminat, hendaknya lebih
diarahkan pada studi |apangan.

Saran-saran ini penyusun alamatkan terutama kepada para pengkaji dan peminat
figh siyasah. Penyusun berharap, ke depan, akan diperluas lagi tematema yang
menyangkut tentang perempuan, terutama persoalan pengaplikasian kuota 30 persen
keterwakila perempuan di lembaga legidatif yang notabene belum tentu mampu
membawa perempuan benar-benar mencapai angaka tersebut di parlemen, maka
masih sangat memungkinkan dilakukan kajian lebih dalam dan menyeluruh terhadap
efektifitas kuota 30 persen.

Penyusun merasa bahwa sudah saatnya dan sudah masanya pula, fokus kgjian
figh siyasah juga mendekatkan diri pada tematema ke perempuanan yang

kontekstual dengan zaman yang dihadapi.
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